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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pendekatan Follow The Money Sebagai Upaya
Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di
Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai pencrapan follow the money dapat
membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang
dengan mengambil kasus Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Jkt.Pst) dan kasus Syahrul Yasin Limpo (Putusan Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Jkt.Pst) dan faktor-faktor penerapan follow the money di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian normatif dengan Pendckatan
Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendckatan Historis (Historical
Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi yang
dilakukan olech Pinangki Sirna Malasari dan Syahrul Yasin Limpo dilanjutkan
dengan penyembunyian asal usul harta hasil korupsi tersebut sehingga Terdakwa
juga terbukti tclah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penyidik
menggunakan pendekatan follow the money dalam melacak aliran dana para
Terdakwa schingga dapat diketahui digunakan untuk apa saja, diubah dalam bentuk
apa, dan ditempatkan dimana saja. Selain itu, sudah sepatutnya terdapat
pengecualian kerahasiaan bank terhadap pihak yang bersangkutan dalam
penanganan TPPU. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak juga diperlukan
agar pendekatan follow the money dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Kata Kunci : Follow The Money, Indonesia, Pemberantasan, Perampasan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam
menjalankan kehidupannya. Selain itu, setiap individu menginginkan kenyamanan
secara materi. Tiap manusia akan melakukan segala hal dan cara untuk
mendapatkan hal tersebut, bahkan melalui cara yang ilegal. Kelompok seperti ini
mencari kepuasan materi dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma
yang ada dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Karena hal inilah tingkat

kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi juga dengan perkembangan
teknologi yang semakin pesat pada masa kini. Banyak kejahatan yang semakin
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan melahirkan modus operandi
yang baru. Perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini mendorong
perubahan dalam dunia kejahatan menjadi lebih canggih dan terorganisir dengan
baik, hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan
yang terjadi.* Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai suatu negara hukum
yang menjunjung tinggi supremasi hukum seperti pada Pasal 1 ayat (3) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Maka dalam keberlangsungannya negara

! Sylla Fania Putri and others, "Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai
Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern", Jurnal Anti Korupsi,
12.2 (2023), hlm. 31

2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).



wajib menjunjung tinggi kepastian hukum untuk dapat menciptakan masyarakat

yang tertib, aman, dan sejahtera.

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu tindak pidana yang semakin
sulit dilacak seiring dengan perkembangan teknologi ialah tindak pidana pada
bidang ekonomi. Tindak pidana pencucian uang sendiri termasuk salah satu bagian
dari tindak pidana pada bidang ekonomi. Tindak pidana pencucian uang ini merusak
sistem keuangan negara dan dapat mempengaruhi perekonomian negara maupun
internasional. Pencucian uang ini termasuk ke dalam White Collar Crime atau
kejahatan kerah putih, sehingga hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki

jabatan atau kedudukan yang tinggi.

Perkembangan teknologi ini memungkinkan adanya integrasi dalam sistem
keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas
dana transnasional yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.® Sistem
keuangan yang semakin maju ini memiliki dampak positif dan juga negatif, sebab
pelaku akan mengusahakan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat masuk
ke dalam sistem keuangan atau sistem perbankan yang ada. Semakin maju
teknologi pada sistem keuangan, maka akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku
pencucian uang. Para pelaku pencucian uang seringkali melakukan tindakan
mereka dengan metode yang rumit dan canggih, melibatkan transaksi di sektor

keuangan, bahkan melintasi batas-batas negara dengan cepat dan tanpa kesulitan,

3 Kartika Rahmasari Dewi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Widodo Tresno Novianto,
"Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money
Laundering with Corruption as Predicate Crime", International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding, 5.3 (2018), hlm. 323.



sehingga mengakibatkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap

pelaku dan jejak kejahatannya.*

Berdasarkan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan
Tindak Pidana Pencucian Uang atau dikenal juga dengan istilah Money Laundering
adalah : kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.® Secara singkat
yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah proses
menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, diubah
sedemikian rupa sehingga kemudian harta tersebut seolah-olah bersumber dari
suatu hal yang sah. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang ini merupakan

tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari tindak pidana asalnya.

Proses penyamaran harta dalam pencucian uang ini diperoleh dari hasil
kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010,
yang mengatur mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana
pencucian uang terdiri dari: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di

4 Chitto Cumbrandika, Naufal Ghozi Satria, and Nurmalia Thsana, "Pencucian Uang Dalam Era
Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia", Humaniorum, 2.1 (2024), him. 44.

% Indonesia, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 3.



bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan,
penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang
kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau

tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.°

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang tidak mungkin
dilakukan tanpa adanya tindak pidana asal terlebih dahulu. Maksudnya adalah
bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up
crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime),
sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak,
sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut
berasal dari tindak pidana.” Tindak pidana pencucian uang terdiri atas tiga tahapan,

yaitu : 8
a. Placement (penempatan)

Upaya menempatkan uang tunai yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam

sistem keuangan (financial system), terutama pada sistem perbankan.

® Indonesia, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2 ayat (1).

" Muh Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset (Malang: Setara
Press, 2021), him. 92.

8 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), him.
5-6.



b. Layering (pelapisan)

Upaya mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang
telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) ke

penyedia jasa keuangan yang lain, agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.
c. Integration (pemisahan)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah
berhasil diubah seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah melalui tahapan

penempatan dan transfer.

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana pencucian uang merupakan tindak
pidana yang kompleks dan rumit. Dalam proses mengubah harta hasil kejahatan
menjadi seperti harta yang sah ini biasanya pelaku menggunakan gatekeepers agar
penyamaran hasil kejahatan dapat dilakukan dengan sempurna dengan menerapkan
prinsip zero mistake (tanpa adanya kesalahan). Gatekeeper merupakan orang-orang
yang ahli pada bidang hukum dan perbankan, yang terdiri dari advokat, akuntan,
notaris, PPAT atau perencana bidang keuangan. Dalam praktiknya, para gatekeeper
akan mengerahkan semua kemampuan guna menghindari keterlibatan dan
terendusnya kejahatan, kemampuan ini berupa jaringan antar negara, pengetahuan
yang luas, kecakapan sampai penguasaan informasi dan transaksi elektronik dalam
melaksanakan perannya sebagai gatekeeper.® Selain mempengaruhi kestabilan

ekonomi negara, tindak pidana pencucian uang ini juga dapat berdampak bagi

® Isma Nurillah and Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian
Uang", Simbur Cahaya, 26.2 (2020), hlm. 213.



ketidakstabilan perekonomian dunia, sebab pencucian uang ini merupakan
kejahatan transnasional. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering)
merupakan organized crime sehingga penanggulangannya merupakan tanggung
jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau

internasional melalui forum bilateral dan multilateral.'®

Dampak dari kejahatan pencucian uang tidak hanya dirasakan oleh satu negara
melainkan berdampak juga pada dunia internasional, sehingga hal inilah yang
menjadi fokus dan tantangan dari dunia untuk dapat mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang. Tanda keseriusan dalam memerangi tindak pidana
pencucian ini adalah dengan dibentuknya lembaga internasional The Financial
Action Task Force (FATF) on Money Laundering pada bulan Juli tahun 1989 di
Prancis. Tujuan dari FATF adalah untuk membentuk dan membahas kebijakan-
kebijakan dan standar yang dapat digunakan dalam rezim anti pencucian uang serta
pendanaan terorisme, serta hal lain yang dapat mengancam stabilitas keuangan
dunia. Dalam Rekomendasi 3 FATF Recommendation dinyatakan bahwa setiap
negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan
Konvensi Wina (United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic

Drugs And Psychotropic Subtances, 1988). 1

Sejalan dengan rekomendasi FATF tersebut, sebagai negara hukum yang

menjunjung tinggi kedudukan hukum maka Indonesia juga turut serta melakukan

10 Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang", Jurnal Mercatoria, 8.2 (2015), hlm. 134.
11 Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset, him. 3.



kriminalisasi terhadap pencucian uang. Kriminalisasi adalah penetapan suatu
perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana
yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.'? Penetapan pencucian
uang sebagai tindak pidana di Indonesia juga sesuai dengan asas legalitas yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan
tidak dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.®3

Pada hal kriminalisasi pencucian uang, maka Indonesia membentuk suatu
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencucian uang, yaitu
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Setahun kemudian undang-undang ini mengalami revisi dengan diundangkannya
UU Nomor 25 Tahun 2003, lalu pada tahun 2010 direvisi lagi menjadi Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Indonesia juga membentuk sebuah badan investigasi atau
Financial Intelligence Unit (FIU) yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) atas rekomendasi dari FATF. PPATK sendiri tugasnya hanya
bersifat administratif, speerti mengumpulkan dan memproses informasi terkait

transaksi keuangan mencurigakan.'* Kemudian PPATK menghasilkan Laporan

12 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.
133.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976). Ps.1 ayat (1).

14 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di
Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10



Hasil Analisis yang dapat digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus

pencucian uang.

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia sebagaimana
diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU TPPU terdiri atas Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ).!® Namun masyarakat juga dapat
menjadi pihak pelapor apabila mengetahui adanya indikasi dari proses pencucian
uang. Pelaporan mengenai pencucian uang dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU TPPU dapat
berbentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan
Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer
Dana dari dan Ke Luar Negeri yang dilaporkan kepada PPATK.® Penyedia Jasa
Keuangan tidak memiliki hak untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dikatakan
sebagai tindak pidana, oleh karena itu PJK akan memberikan data transaksi
keuangan mencurigakan dari pengguna jasa kepada PPATK untuk dilakukan
analisis lebih lanjut apakah memang benar telah terjadi suatu tindak pidana
pencucian uang. Prinsip yang harus digunakan oleh penyedia jasa keuangan dalam
hal ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa atau biasa disebut Know Your
Customer. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia No.
5/21/PBI/2003, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan suatu prinsip yang

diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan

15 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 17 ayat (1).
18 Ibid., Ps. 23 ayat (1).



transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.'” Prinsip ini
dapat digunakan sebagai sarana pembantu bagi sistem perbankan yang sering
digunakan sebagai sarana oleh pelaku pencucian uang. Pedoman dan tata cara
pelaporan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK ini diatur dalam Peraturan

PPATK No. 1 Tahun 2021.

PPATK akan melakukan analisis terkait laporan yang disampaikan oleh pihak
pelapor baik itu yang berbentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,
Laporan Transaksi Keuangan Tunai, dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer
Dana dari dan Ke Luar Negeri. Dari analisis PPATK ini menghasilkan Hasil
Analisis (HA) atau Laporan Hasil Analisis (LHA), yang kemudian akan diserahkan
kepada pihak penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian
uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 UU TPPU.® Dibutuhkan peran penting
dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan PPATK sebagai FIU Indonesia untuk
membantu penyidik dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang

terjadi di Indonesia.

Pembentukan lembaga PPATK ini merupakan keseriusan Indonesia dalam
pemberantasan sekaligus pembentukan rezim anit-pencucian uang. Dalam
penegakan hukum tindak pidana pencucian di Indonesia masih sering difokuskan
dengan mengejar serta menangkap pelaku pencucian uang terlebih dahulu.

Kemudian setelah dilakukan penangkapan maka pelaku akan diperiksa dan diproses

" Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Principles), Peraturan Bl No. 5/21/PB1/2003, Ps. 1 angka 2.

18 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 64.
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sesuai hukum yang berlaku. Metode ini dikenal dengan sebutan follow the suspect
atau mengikuti pelaku. Namun metode pendekatan tersebut dinilai kurang efektif
dengan perkembangan penanganan pencucian uang dalam lingkup internasional
yang mengedepankan penyitaan serta perampasan aset yang merupakan hasil tindak
pidana. Dengan pendekatan follow the money yang berfokus pada mengikuti aliran
dana hasil kejahatan diharapkan mampu mengungkap apa saja yang menjadi aset
dari dana hasil kejahatannya, dimana pelaku menyimpan harta tersebut dan atas
nama siapa aset tersebut didaftarkan, serta dapat mengungkap orang atau jaringan
yang membantu pelaku untuk melakukan pencucian uang.'® Pendekatan ini lebih
mementingkan untuk mencari aliran dana atau keberadaan aset yang diperoleh

pelaku daripada mencari pelaku pencucian uangnya.?

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang merupakan proses
mengubah harta hasil kejahatan menjadi seolah-olah harta yang bersumber dari
hasil yang sah ini merupakan kejahatan yang rumit dan kompleks. Dalam proses
penanganannya seharusnya diterapkan pendekatan follow the money atau mengikuti
aliran dana/transaksi keuangan pelaku sehingga dapat dilakukan penyitaan dan
perampasan terhadap harta tersebut, sebab hasil kejahatan inilah yang merupakan
life blood of the crime. Dalam penelusuran aset tindak pidana pencucian uang, harta
kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana merupakan “titik penting” yang

perlu ditelusuri guna memecahkan keseluruhan mata rantai dari tindak pidana

1% Muhammad Yusuf, et.al., Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, Cetakan I, (Jakarta: National Legal Reform Program), 2011, hlm. 97.

2 Yuni Priskila Ginting, "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the
Money Dan Follow the Suspect", Mulawarman Law Review, 2021, hlm. 108.
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terkait.’! Dalam pencarian aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana
menggunakan pendekatan follow the money, biasanya menggunakan metode
financial analysis.?? Apabila penyidik dapat menghentikan darah yang menghidupi
tindak pidana itu dengan melakukan penyitaan atau perampasan terhadap aset yang
diduga sebagai hasil dari kejahatan, maka besar kemungkinan upaya pemerintah

dalam memberantas tindak pidana pencucian dapat berhasil.

Penggunaan pendekatan follow the money dalam menelusuri aliran dana atau
transaksi keuangan pelaku sendiri memiliki beberapa keunggulan. Pertama adalah
jangkauan yang lebih luas. Kedua, pendekatan ini dapat dilakukan secara diam-
diam. Ketiga, pendekatan ini lebih mudah dilakukan dan memiliki resiko yang lebih
kecil. Keempat, aset-aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan
dapat dilakukan penyitaan. Dengan adanya penyitaan aset ini diharapkan dapat

memperkecil motivasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kasus, yakni kasus korupsi dan
pencucian uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada tahun
2021. Kasus kedua yang penulis gunakan adalah kasus korupsi mantan Menteri
Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tahun 2023. Dimana dalam penangan kedua
kasus ini aparat penegak hukum menggunakan pendekatan follow the money. Dari

pendekatan ini, asset recovery dari kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari

21 Jessica Petra Natasha Sianipar, "Relation between RECHTSSTAAT Concept with Legal
Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as the Predicate Crime in
Economic Crime", Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8.1
(2022), him. 22.

22 Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), him.
63.
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sebesar Rp 600 Juta. Dan pada kasus Syahrul Yasin Limpo yang diperoleh sebesar
Rp 300 Juta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas,
maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul “Penerapan Pendekatan Follow The Money sebagai Upaya
Pemerintah dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di

Indonesia”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis
mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

yaitu :

1. Bagaimana penerapan pendekatan follow the money dapat membantu upaya
pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pendekatan follow the money
sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penulis

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pendekatan follow the money dalam kasus
korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Syahrul Yasin Limpo dapat
membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang

di Indonesia.
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2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan
pendekatan follow the money sebagai upaya pemerintah dalam memberantas

tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penulisan karya tulis ilmiah atau
skripsi ini terbagi atas dua macam, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis.

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penulisan dari karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan serta memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
bagi penulis dan juga pembaca terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau
money laundering, terutama dalam upaya pemberantasannya dengan menggunakan
metode follow the money. Karya tulis ilmiah ini juga diharapkan mampu menjadi
bahan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan hukum sehingga

menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat membantu
mahasiswa, masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memperoleh dan
diajadikan sebagai sumber ilmu atau informasi tambahan terkait dengan
penggunaan metode follow the money atau mengikuti aliran dana pelaku dalam

upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dari karya tulis ilmiah ini terbatas pada kajian hukum
pidana tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya penerapan pendekatan
follow the money pada kasus korupsi Jaksa Pinangki dan Syahrul Yasin Limpo
sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di
Indonesia. Selain itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

pendekatan follow the money di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teori dalam penulisan ini digunakan untuk dapat
menghubungkan antara konsep dan hubungan yang digunakan dalam penelitian
yang membantu penulis untuk memahami bahan yang diteliti. Adapun kerangka

teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang menjunjung tinggi adanya kesetaraan serta
perlakuan yang adil bagi setiap individu. Teori keadilan merupakan teori yang
menjunjung tinggi bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama
di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan hal yang
sangat penting dalam kehidupan manusia, dan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai

institusi sosial yang ada pada masyarakat, termasuk institusi hukum.?

Keadilan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan

satu sama lain. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada

2 Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”,
Humaniora, 3.2 (2012), hlm. 346.
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setiap orang apa yang menjadi haknya dan di sisi lain hukum memastikan apa yang
menjadi hak bagi setiap individu.?* Keadilan di Indonesia sendiri disebutkan juga
dalam sila ke-lima Pancasila yang memiliki tujuan agar setiap manusia dapat hidup

bersama secara aman dan tertib demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Keadilan harus dapat didasari dan dijiwai oleh hakikat kemanusiaan yaitu
keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan
antara manusia dengan Tuhannya.?® Adapun nilai-nilai keadilan sebagai dasar
dalam pergaulan antar negara yang ada di dunia dan prinsip-prinsip ingin
menciptakan kehidupan yang tertib dengan berlandaskan pada prinsip kemerdekaan

bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.?®

Konsep keadilan ini memandang bahwa hukum yang berlaku adalah sama bagi
setiap individu. Di samping itu keadilan juga berkaitan dengan perilaku manusia
pada bidang tertentu, untuk dapat menentukan hubungan yang baik antar sesama,
dan adanya keseimbangan di antara kedua belah pihak. Teori keadilan menurut John
Rawls adalah berfokus pada prinsip fairness. Pendapat John Rawls ini didasarkan
pada teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Rousseau. Konsep ini
beranggapan bahwa keadilan atau fairness tidak dapat diukur dan merupakan hasil

dari pilihan yang adil.

24 Ibid., hlm. 346.

% Agus Santoso, Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 11,
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 86.

% [bid., hlm. 87.
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2. Teori Kemanfaatan

Hukum pada dasarnya sangat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat.
Dengan adanya hukum di dalam masyarakat maka dapat berfungsi sebagai alat
kontrol dan juga sebagai instrument perckayasaan masyarakat.?’ Apabila kedua
fungsi dari hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik maka tujuan dari hukum
yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dapat terwujud. Tentunya ketiga
asas dalam hukum ini mengalami perkembangan maupun modifikasi terutama

dalam dunia akademisi.?®

Kemanfaatan dalam penegakan hukum dititikberatkan pada aspek sosiologi dari
hukum sendiri. Teori kemanfaatan sendiri diperkenalkan oleh Jeremy Bentham
yang dikenal juga dengan teori utilitarianisme. Teori kemanfaatan yang dikenalkan
oleh Jeremy Bentham ini ditujukan pada kebahagiaan tercipta tidak diukur dari baik
atau buruknya sebuah hukum, melainkan bahwa hukum tersebut dapat atau tidak

memberikan kepuasan bagi masyarakat.?®

Pengukuran dari kemanfaatan hukum ini dapat dinilai dari tingkat kepuasan
masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.
Hukum yang baik seharusnya dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat,
bukan justru memberikan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Kemanfaatan

hukum sendiri mengandung asas lain seperti keadilan dan kepastian hukum.

2" H Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim",
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 16.

2 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau
Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", Collegium Studiosum Journal, 6.2 (2023), hlm. 557.

% Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham
Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", Sultan
Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3.2 (2023), hlm. 188.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum,
sejarah hukum, serta perbandingan hukum.* Dapat disimpulkan bahwa penelitian
hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang
dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.3!

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penulis gunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas 2

(dua) jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Suatu
penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statue approach), analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih

akurat apabila didukung oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna

%0 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 22.
31 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Gema Keadilan, 7.1 (2020), hlm. 24.
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memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi

problem hukum yang dihadapi.®2
b. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis ini beranggapan bahwa setiap peraturan perundang-
undangan yang dibentuk memiliki nilai sejarah atau latar belakangnya
tersendiri. Dengan mengetahui latar belakang Sejarah dibuatnya aturan
perundang-undangan tersebut, maka caturwangsa peradilan akan memiliki
interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam
aturan perundang-undangan yang dimaksud.®® Pendekatan ini memiliki fokus
untuk meneliti landasan-landasan yang mempengaruhi terbentuknya suatu

peraturan perundang-undangan dan perkembangan peraturan tersebut.
c¢. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini melihat bagaimana suatu norma atau kaidah daripada hukum
dapat diimplementasikan dalam suatu praktik hukum. Biasanya pendekatan ini
dilakukan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan.
Meskipun kasus-kasus ini memiliki nilai empiris, dalam penelitian normatif,
kasus tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana dimensi normatif dari

suatu aturan hukum berdampak dalam praktik hukum dan akan digunakan

%2 Jonaedi Efendi, et al, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, (Depok:
Prenadamedia Group, 2016), hlm. 134.
% Ihid., him. 144,
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sebagai bahan masukan dalam menjelaskan norma hukum secara lebih

mendalam di kemudian hari.3*

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber atau petunjuk dalam penulisan karya ilmiah ini
diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga dokumen yang merupakan bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa beberapa peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana®

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang3®

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi®’

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles)®

34 Ibid, hlm. 146.

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh
Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976)

% Indonesia, Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

37 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun
1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874

% Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Principles), Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003, LN No. 111 Tahun
2003, TLN No. 4325
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e. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer
Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa
Keuangan®

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan fokus
penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri atas buku-buku atau fexbooks, jurnal
hukum atau skripsi, pendapat para ahli dan sarjana, serta artikel jurnal atau
kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas.

¢) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung di dalam membantu penyusunan
penelitian ini dan berhubungan dengan yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini, sperti ensiklopedia, media cetak, media sosial, atau bahan bacaan

hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
studi kepustakaan (/ibrary research). Penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan bahan hukum yang dianggap relevan dengan isu atau yang menjadi
fokus penelitian. Teknik yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan dan
menganalisis buku-buku, jurnal ilmiah, artikel atau publikasi resmi, menelaah

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dokumen publik yang tersedia.

39 Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar
Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Perka PPATK No. 1 Tahun 2021,
BN No. 70 Tahun 2021
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode deskriptif analisis yang melalui teknik penafsiran. Penafsiran
yang digunakan ialah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-
undangan. Metode penafsiran gramatikal adalah suatu metode yang menekankan

pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu

objek.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik
penarikan kesimpulan menggunakan penalaran secara induktif. Penalaran secara
induktif ini dimulai dengan meneliti dari suatu hal yang merupakan fakta secara
khusus, yang ditarik kesimpulannya secara umum. Penalaran induktif merupakan
sebuah proses penarikan kesimpulan umum (universal) dari data, fakta, kenyataan

tertentu atau berdasarkan proposisi singular.*!

4 H A Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat
Mencari Keadilan Hakiki", Jurnal Legisia, 15.2 (2023), hlm. 141.

41 Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum", Jurnal Konstitusi, 14.2
(2017), hlm. 382.
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